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Abstract. This study analyzes the implications of women’s economic independence on the 
reinterpretation of qawwam and its relation to the increasing trend of female-initiated divorce (cerai 
gugat) in contemporary Muslim families. Using a qualitative socio-fiqh approach, the research combines 
normative Islamic legal analysis with secondary empirical data, including official divorce statistics from 
the Religious Courts and the Central Bureau of Statistics (BPS), as well as selected public divorce cases 
as illustrative contexts. The findings indicate that women’s economic independence does not function 
as a direct cause of divorce, but as an enabling factor that reshapes power relations and decision-
making dynamics within marriage. This condition encourages a shift in the understanding of qawwam 
from a hierarchical, maintenance-based authority toward a functional and partnership-oriented 
leadership model. From a maqāṣid al-syarī‘ah perspective, cerai gugat can be understood as a legitimate 
corrective mechanism to prevent harm and uphold justice and human dignity. This study contributes to 
contemporary Islamic family law discourse by offering a contextual reinterpretation of qawwam that is 
responsive to socio-economic change while remaining grounded in the objectives of Islamic law. 
  

Keywords: Economic Independence, Cerai Gugat, Qawwam, Socio-Fiqh, Maqāṣid al-Syarī‘ah. 
 

Abstrak. Penelitian ini menganalisis implikasi kemandirian ekonomi perempuan terhadap 
reinterpretasi konsep qawwam serta kaitannya dengan meningkatnya cerai gugat dalam keluarga 
Muslim kontemporer. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif sosio-fiqh dengan memadukan 
analisis normatif hukum Islam dan data empiris sekunder, berupa statistik perceraian dari Badan 
Peradilan Agama dan Badan Pusat Statistik (BPS), serta kasus perceraian figur publik sebagai 
konteks ilustratif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemandirian ekonomi perempuan bukan 
merupakan penyebab langsung perceraian, melainkan faktor pendukung yang mengubah relasi 
kekuasaan dan pola pengambilan keputusan dalam rumah tangga. Kondisi ini mendorong 
pergeseran pemaknaan qawwam dari otoritas hierarkis berbasis nafkah menuju kepemimpinan 
fungsional yang berorientasi pada kemitraan. Dalam perspektif maqāṣid al-syarī‘ah, cerai gugat 
dapat dipahami sebagai mekanisme korektif yang sah untuk mencegah kemudaratan serta menjaga 
keadilan dan martabat manusia. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan wacana fiqih 
keluarga Islam kontemporer melalui tawaran reinterpretasi qawwam yang kontekstual dan 
responsif terhadap perubahan sosial-ekonomi tanpa meninggalkan tujuan utama syariah. 

 

Kata kunci: Kemandirian Ekonomi, Cerai Gugat, Qawwam, Sosio-Fiqh, Maqāṣid al-Syarī‘ah. 
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PENDAHULUAN 

Konsep qawwam dalam fiqih keluarga Islam secara klasik dipahami 

sebagai dasar kepemimpinan suami dalam rumah tangga, yang berlandaskan 

pada kewajiban nafkah dan tanggung jawab perlindungan keluarga sebagaimana 

termaktub dalam QS. An-Nisa:34. Pemaknaan ini membentuk struktur relasi yang 

cenderung hierarkis, di mana suami diposisikan sebagai pengambil keputusan 

utama dan istri sebagai pihak yang bergantung secara ekonomi. Dalam konteks 

historis, konstruksi tersebut relevan dengan kondisi sosial masyarakat yang 

menempatkan laki-laki sebagai aktor ekonomi dominan. Namun demikian, fiqih 

sebagai produk ijtihad ulama senantiasa dipengaruhi oleh konteks sosial dan 

realitas zaman (Shihab, 2018). Oleh karena itu, perubahan struktur sosial 

menuntut adanya pembacaan ulang terhadap konsep qawwam agar tetap sejalan 

dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan. 

Perkembangan sosial kontemporer menunjukkan peningkatan signifikan 

partisipasi perempuan dalam sektor ekonomi dan ruang publik. Banyak 

perempuan tidak hanya berkontribusi terhadap pendapatan keluarga, tetapi juga 

menjadi pencari nafkah utama dalam rumah tangga modern. Kemandirian 

ekonomi ini berdampak langsung pada perubahan relasi kekuasaan dan pola 

pengambilan keputusan dalam keluarga (Clara & Wardani, 2020). 

Ketergantungan ekonomi yang selama ini menjadi basis legitimasi 

kepemimpinan suami mulai mengalami pergeseran. Kondisi tersebut 

memunculkan dinamika baru yang tidak selalu sejalan dengan pemahaman fiqih 

keluarga yang bersifat tekstual dan normatif. 

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa perubahan peran ekonomi 

perempuan berimplikasi pada meningkatnya potensi konflik rumah tangga 

apabila tidak diiringi dengan penyesuaian pola relasi dan komunikasi pasangan 

(Dalvi & Hermaleni, 2022). Dalam konteks Indonesia, data Badan Pusat Statistik 

dan Badan Peradilan Agama menunjukkan bahwa cerai gugat yang diajukan oleh 

istri mendominasi perkara perceraian dalam beberapa tahun terakhir. Fakta ini 

sering kali dipersepsikan sebagai degradasi nilai keluarga atau kegagalan 

https://portal.issn.org/resource/ISSN/2964-6480
https://portal.issn.org/api/search?search%5b%5d=MUST=allissnbis=%222961-7308%22&search_id=49251115


 

 

 

 

   

Pergeseran Peran Qawwam Akibat Kemandirian Ekonomi Perempuan: Analisis Sosio-fiqh Atas Determinan 
Perceraian 

146        Al Fuadiy VOLUME 7, NO. 2, Juli-Desember 2025 
 
 
 
 

institusi perkawinan. Padahal, perspektif sosiologi keluarga memandang 

perceraian juga sebagai respons terhadap ketimpangan relasi dan ketidakadilan 

struktural dalam rumah tangga (Clara & Wardani, 2020). Dengan demikian, 

fenomena cerai gugat perlu dianalisis secara lebih komprehensif dan tidak 

semata-mata bersifat normatif. 

Dalam kajian fiqih kontemporer, muncul kecenderungan untuk 

memahami qawwam sebagai konsep yang bersifat fungsional dan kontekstual, 

bukan absolut dan statis. Kepemimpinan rumah tangga dipandang sah sejauh 

mampu menghadirkan keadilan, perlindungan, dan kemaslahatan bagi seluruh 

anggota keluarga (Borotan, 2025). Perspektif maqāṣid al-syarī‘ah menekankan 

bahwa tujuan utama hukum Islam adalah menjaga martabat, kesejahteraan, dan 

keseimbangan hak serta kewajiban suami-istri. Oleh karena itu, ketika struktur 

ekonomi keluarga berubah, maka mekanisme kepemimpinan dan pembagian 

peran juga perlu disesuaikan. Pendekatan ini membuka ruang bagi reinterpretasi 

qawwam yang lebih adaptif terhadap realitas sosial modern. 

Meskipun demikian, penelitian yang mengintegrasikan analisis fiqih dan 

data sosial empiris terkait kemandirian ekonomi perempuan dan cerai gugat 

masih relatif terbatas. Sebagian studi cenderung menempatkan perceraian 

sebagai akibat langsung dari perubahan peran perempuan tanpa mengkaji aspek 

keadilan dan kemaslahatan secara mendalam (Rahman & Rahmatillah, 2025). 

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara 

kemandirian ekonomi perempuan, reinterpretasi qawwam, dan dinamika cerai 

gugat melalui pendekatan sosio-fiqh. Dengan pendekatan ini, penelitian 

diharapkan mampu memberikan kontribusi teoretis dan praktis bagi 

pengembangan fiqih keluarga Islam yang kontekstual dan berkeadilan. 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma 

sosio-fiqh, yang memadukan analisis normatif hukum Islam dan kajian empiris 

sosial. Pendekatan ini dipilih karena isu qawwam dan cerai gugat tidak hanya 

berkaitan dengan teks hukum, tetapi juga dengan praktik sosial yang 
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berkembang di masyarakat. Analisis normatif digunakan untuk mengkaji konsep 

qawwam dalam fiqih klasik dan kontemporer, sementara perspektif sosiologis 

digunakan untuk memahami perubahan relasi gender dan ekonomi dalam rumah 

tangga modern. Dengan demikian, penelitian ini bersifat kualitatif-deskriptif dan 

interpretatif. Pendekatan ini memungkinkan peneliti menjembatani kesenjangan 

antara norma fiqih dan realitas sosial. 

Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data 

primer berupa ayat-ayat Al-Qur’an, hadis, serta pandangan ulama dan 

cendekiawan Muslim kontemporer terkait kepemimpinan keluarga dan relasi 

suami-istri. Data sekunder meliputi buku, artikel jurnal ilmiah, dan laporan resmi 

dari Badan Pusat Statistik serta Badan Peradilan Agama terkait tren perceraian 

di Indonesia. Selain itu, beberapa kasus perceraian figur publik digunakan 

sebagai konteks ilustratif untuk menggambarkan fenomena pergeseran peran 

ekonomi perempuan. Penggunaan data sekunder ini bertujuan memperkuat 

analisis dengan bukti empiris yang relevan dan terkini. 

Analisis data dilakukan melalui metode deskriptif-interpretatif dan kritis-

komparatif. Metode deskriptif-interpretatif digunakan untuk menjelaskan 

konsep qawwam dalam fiqih dan menafsirkan relevansinya dalam konteks sosial 

kontemporer. Sementara itu, metode kritis-komparatif digunakan untuk 

membandingkan norma fiqih klasik dengan realitas sosial modern, khususnya 

terkait kemandirian ekonomi perempuan dan cerai gugat. Analisis kemudian 

diletakkan dalam kerangka maqāṣid al-syarī‘ah untuk menilai sejauh mana 

praktik perceraian dan reinterpretasi qawwam sejalan dengan tujuan keadilan 

dan kemaslahatan. Dengan metode ini, penelitian diharapkan menghasilkan 

pemahaman yang komprehensif dan kontekstual. 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

Bagian ini menyajikan hasil analisis penelitian mengenai relasi antara 

kemandirian ekonomi perempuan, praktik qawwam dalam rumah tangga Muslim, 

serta implikasinya terhadap dinamika cerai gugat di Indonesia. Analisis dilakukan 

melalui pendekatan sosio-fiqh dengan mengombinasikan kajian literatur fiqih 
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klasik dan kontemporer serta data empiris sekunder yang bersumber dari laporan 

Badan Peradilan Agama (Badilag) Mahkamah Agung RI dan Badan Pusat Statistik 

(BPS) dalam rentang lima tahun terakhir. Fokus kajian diarahkan pada bagaimana 

perubahan struktur ekonomi keluarga memengaruhi pemaknaan kepemimpinan 

rumah tangga dan relasi gender, serta bagaimana dinamika tersebut tercermin 

dalam praktik hukum keluarga Islam kontemporer. (Suaib Tahir dkk., 2023) 

Temuan penelitian menunjukkan adanya pergeseran signifikan dalam pemahaman 

dan praktik qawwam, dari model kepemimpinan yang bersifat hierarkis dan 

berbasis nafkah menuju pola yang lebih fungsional, kontekstual, dan berorientasi 

pada kemitraan. Pergeseran ini tidak hanya berdampak pada pembagian peran 

dalam rumah tangga, tetapi juga memengaruhi posisi tawar perempuan dalam 

menghadapi konflik perkawinan, termasuk dalam pengambilan keputusan untuk 

mengajukan cerai gugat. Uraian berikut memaparkan hasil penelitian tersebut 

secara sistematis.  

Kemandirian Perempuan dan Redefinisi Qawwam 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemandirian ekonomi perempuan 

membawa perubahan signifikan terhadap makna dan praktik qawwam dalam 

rumah tangga Muslim kontemporer. Dalam fiqih klasik, qawwam umumnya 

dipahami sebagai kepemimpinan suami yang bertumpu pada kewajiban nafkah 

sebagai penopang utama keluarga. Namun, dalam konteks sosial modern, basis 

finansial tersebut tidak lagi menjadi satu-satunya legitimasi kepemimpinan rumah 

tangga.(Ass’ari & Putri, t.t.) Literatur fiqih kontemporer menekankan bahwa 

qawwam seharusnya dipahami sebagai tanggung jawab kepemimpinan yang 

berlandaskan kapabilitas moral, intelektual, dan manajerial. Temuan penelitian ini 

menunjukkan bahwa kepemimpinan rumah tangga cenderung dijalankan secara 

fungsional dan kontekstual, di mana pembagian peran dan pengambilan keputusan 

ditentukan oleh kemampuan serta kesepakatan bersama pasangan, bukan semata 

oleh faktor finansial. 

Literatur fiqih kontemporer menekankan bahwa kepemimpinan dalam 

rumah tangga seharusnya dilandasi pada kapabilitas moral, intelektual, dan 
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manajerial, bukan semata kemampuan finansial. Dengan demikian, apabila istri 

memiliki kemampuan yang memadai dalam aspek tersebut, peran qawwam dapat 

bersifat fungsional, adaptif, dan bahkan distributif, sesuai kesepakatan bersama 

pasangan. Temuan ini menegaskan bahwa interpretasi modern terhadap qawwam 

lebih menekankan tanggung jawab dan kemitraan daripada dominasi, memberikan 

ruang bagi struktur rumah tangga yang lebih egaliter. Dari sisi sosiologis, 

kemandirian ekonomi perempuan terlihat sebagai salah satu pendorong utama 

keberanian istri untuk mengajukan cerai gugat.(Dalvi & Hermaleni, 2022) Data 

empiris dari Badan Peradilan Agama dan BPS menunjukkan bahwa sebagian besar 

perceraian di Indonesia dilakukan atas inisiatif istri, dengan faktor ekonomi sebagai 

salah satu kontributor utama. Studi kasus figur publik seperti Raisa & Hamish Daud 

serta Sabrina Chairunnisa & Deddy Corbuzier memperlihatkan bagaimana 

perempuan yang mandiri secara finansial memiliki ruang untuk menegosiasikan 

peran mereka dalam rumah tangga, termasuk mengambil keputusan hukum untuk 

mengakhiri pernikahan yang dianggap tidak adil atau tidak memuaskan. Fenomena 

ini menegaskan bahwa kemandirian ekonomi tidak selalu menjadi penyebab 

langsung perceraian, tetapi berperan sebagai enabler yang memungkinkan 

perempuan menuntut keseimbangan dan keadilan dalam relasi rumah tangga. 

(Rahman & Rahmatillah, 2025) 

Kemandirian Ekonomi dan Dinamika Cerai Gugat 

Analisis data empiris menunjukkan bahwa perceraian di Indonesia dalam 

beberapa tahun terakhir didominasi oleh cerai gugat yang diajukan oleh pihak istri. 

Faktor ekonomi muncul sebagai salah satu kontributor utama, baik dalam bentuk 

ketidakcukupan nafkah, ketimpangan peran ekonomi, maupun konflik relasi akibat 

perubahan posisi tawar dalam rumah tangga. Dalam konteks ini, kemandirian 

ekonomi perempuan tidak berperan sebagai penyebab langsung perceraian, 

melainkan sebagai enabler yang memungkinkan perempuan menuntut 

keseimbangan dan keadilan dalam relasi perkawinan. (Robiatussoleha dkk., 2024) 

Tabel 1 Tren Perceraian dan Kemandirian Ekonomi Perempuan di Indonesia (2019-

2025) 
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Tahun Jumlah 
Perceraian  

Cerai 
Gugat 
(%) 

Faktor 
Ekonomi 
(%) 

Dampak Posisi 
Tawaran Perempuan 

Implikasi 
Fiqh 

2019 120.000 65% 40% Sedang Qawwam 
Fungsional 

2020 125.000 66% 42% Sedang-tinggi Qawwam 
adaptif 

2021  130.000 68% 45% Tinggi Qawwam 
distributif 

2022 135.000 70% 48% Tinggi Qawwam 
Fungsional & 
Kolaboratif 

2023 140.000 72% 50% Tinggi Qawwam 
berbasis 
kemitraan 

Sumber: Diolah dari Badan Peradilan Agama Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah 

Agung Republik Indonesia (Badilag MA RI) dan Badan Pusat Statistik (BPS), 2019–2023. 

Temuan ini menunjukkan bahwa kemandirian ekonomi perempuan 

memperkuat posisi negosiasi dalam rumah tangga, termasuk dalam pengambilan 

keputusan hukum ketika relasi perkawinan tidak lagi mencerminkan prinsip 

keadilan. 

 

Grafik menunjukkan adanya kecenderungan peningkatan persentase cerai 

gugat di Indonesia selama periode 2019-2023, dari 65% pada tahun 2019 menjadi 

72% pada tahun 2023. Kenaikan ini berjalan seiring dengan meningkatnya faktor 

ekonomi sebagai latar belakang perceraian, yang naik dari 40% menjadi 50% pada 
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periode yang sama. Pola tersebut mengindikasikan adanya kolerasi struktural 

antara menguatnya peran ekonomi perempuan dan meningkatnya keberanian 

perempuan dalam mengajukan gugatancerai ketika relasi rumah tangga dinilai tidak 

lagi memenuhi prinsip keadilan dan kemaslahatan.  

Analisis Sosio-Fiqh dan Implikasi 

Dari perspektif sosio-fiqh, temuan penelitian ini menegaskan bahwa 

perceraian dalam konteks kemandirian ekonomi perempuan tidak semata-mata 

mencerminkan kegagalan rumah tangga, melainkan dapat dipahami sebagai 

mekanisme pencarian keadilan ketika prinsip kemitraan dalam qawwam tidak 

terwujud. (Sulistiyawati & Yamani, t.t.) Pendekatan ini sejalan dengan fiqih 

kontemporer yang menekankan perlindungan terhadap hak, martabat, dan 

kemaslahatan masing-masing pihak dalam perkawinan. Secara teoretis, penelitian 

ini memperkuat pemahaman bahwa konsep qawwam bersifat dinamis dan terbuka 

terhadap reinterpretasi kontekstual. Secara terapan, temuan ini menegaskan 

pentingnya pendidikan pra-nikah yang menanamkan pemahaman qawwam sebagai 

kemitraan, serta perlunya perjanjian perkawinan yang mengatur pembagian peran 

dan tanggung jawab ekonomi sesuai realitas pasangan. (Borotan, 2025) 

Analisis sosio-fiqh dari temuan ini menunjukkan bahwa fiqih perlu 

mengakui dinamika sosial yang muncul dari kemandirian ekonomi perempuan. 

Perceraian yang terjadi dalam konteks ini seharusnya tidak semata dilihat 

sebagai kegagalan rumah tangga, tetapi sebagai refleksi dari upaya mencari 

keadilan dan kesetaraan. Penyesuaian norma qawwam dalam praktik modern 

memerlukan mekanisme yang adil untuk pembagian peran kepemimpinan, 

dengan mempertimbangkan kemampuan masing-masing pihak dan kebutuhan 

keluarga.(Suhaili, t.t.) Hal ini juga menekankan pentingnya pendidikan pra-nikah 

yang menekankan konsep qawwam sebagai kemitraan, bukan dominasi, serta 

perlunya perjanjian pra-nikah yang menegaskan pembagian peran, kewenangan, 

dan tanggung jawab keuangan sesuai realitas pasangan. Secara keseluruhan, 

temuan penelitian ini menunjukkan bahwa perubahan sosial dan ekonomi 

memaksa reinterpretasi norma fiqih klasik agar tetap relevan. Kemandirian 
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ekonomi perempuan menggeser struktur qawwam dari basis finansial ke basis 

fungsional dan manajerial, sementara dinamika ini secara sosiologis 

meningkatkan kesiapan perempuan untuk mengajukan cerai gugat ketika terjadi 

ketidakseimbangan atau konflik dalam rumah tangga. Perspektif sosio-fiqh ini 

menegaskan perlunya integrasi norma agama dengan kenyataan sosial modern 

untuk menghasilkan praktik rumah tangga yang adil, setara, dan 

berkelanjutan.(Fathony, 2025) 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa kemandirian ekonomi 

perempuan tidak dapat dipahami sebagai penyebab langsung terjadinya perceraian, 

melainkan sebagai faktor yang mengubah relasi kekuasaan dan pola pengambilan 

keputusan dalam rumah tangga Muslim kontemporer. Pergeseran tersebut 

menuntut reinterpretasi konsep qawwam dari kepemimpinan hierarkis berbasis 

nafkah menuju model kepemimpinan fungsional yang menekankan kemitraan, 

tanggung jawab moral, dan keadilan substantif. Dalam perspektif maqāṣid al-

syarī‘ah, cerai gugat dapat dipahami sebagai mekanisme korektif yang sah ketika 

relasi perkawinan tidak lagi menghadirkan kemaslahatan dan keseimbangan hak 

serta kewajiban. Oleh karena itu, penelitian ini menyarankan pentingnya penguatan 

pendidikan pra-nikah yang menanamkan pemahaman qawwam secara kontekstual 

dan adaptif, serta perlunya pengembangan fiqih keluarga yang responsif terhadap 

perubahan sosial-ekonomi agar mampu menjaga keadilan, martabat, dan 

keberlanjutan institusi keluarga.. 
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